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ABSTRAK 

 
Aura Nur Fadila; Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan 

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 
Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 
2024. Dosen Pembimbing I Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M dan Dosen 
Pembimbing II Firmansyah, S.E., M.Ak. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan 
teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2024. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan 
asosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai BPKAD 
Kota Samarinda sebanyak 69 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan 
metode sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Data 
dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert dan dianalisis 
menggunakan program SPSS. Hasil uji instrumen menunjukkan seluruh item 
pernyataan valid dan reliabel dengan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,942 yang 
termasuk kategori sangat reliabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi sumber 
daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Secara parsial, 
kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi 
tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan 
di lingkungan BPKAD Kota Samarinda lebih dipengaruhi oleh faktor kompetensi 
pegawai dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, 
peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam 
mendukung penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel. 

 
Kata Kunci: kompetensi sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi 
informasi; ketepatan waktu pelaporan keuangan; akuntansi sektor publik; 
BPKAD. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 Latar Belakang Penelitian 

Akuntansi sektor publik memainkan peran yang sangat penting dalam 

membangun pengelolaan keuangan negara yang terbuka, bertanggung jawab, dan 

efektif. Berbeda dengan akuntansi di sektor swasta yang fokus pada keuntungan, 

akuntansi sektor publik ditujukan untuk melayani masyarakat dan memastikan 

dana publik dikelola dengan baik. Dengan meningkatnya permintaan masyarakat 

untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, 

penerapan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) menjadi semakin penting. 

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan 

pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang disusun secara tepat 

waktu menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola keuangan 

daerah, karena keterlambatan pelaporan dapat mengurangi relevansi informasi 

serta menghambat proses pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018). 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai 

perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaporan 

keuangan daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi pemerintahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Salah satu permasalahan yang masih sering dihadapi oleh 

pemerintah daerah adalah ketidaktepatan waktu dalam penyampaian laporan 

keuangan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal organisasi. 

Salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan 

adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Kompetensi SDM yang meliputi 

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan 

sangat dibutuhkan agar proses pencatatan, pengolahan, hingga penyusunan 

laporan keuangan dapat berjalan secara efektif dan efisien. SDM yang kurang 
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kompeten berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan 

dalam penyelesaian laporan keuangan (Putriasri Pujanira, 2017). 

Selain kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki 

peranan penting dalam mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Penggunaan sistem informasi keuangan daerah seperti SIPD bertujuan untuk 

mempercepat proses pengolahan data keuangan, meningkatkan akurasi, serta 

meminimalkan kesalahan manual. Namun, pemanfaatan teknologi informasi yang 

belum optimal, baik dari sisi sistem maupun kemampuan pengguna, dapat 

menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu (Putri & 

Rahayu, 2021). 

Pada tahun 2024, BPKAD Kota Samarinda menghadapi tantangan 

peningkatan tuntutan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah seiring 

dengan perkembangan regulasi dan sistem pelaporan berbasis digital. Oleh karena 

itu, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan, khususnya dari aspek kompetensi SDM dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

Selain itu, dalam konteks pelaporan keuangan di BPKAD Kota Samarinda 

sendiri, meskipun penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah dilaksanakan tepat waktu pada 

4 Maret 2024 sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian, tantangan 

ketepatan waktu tetap muncul dari proses internal penyusunan laporan. 

Berdasarkan rilis resmi BPK Kaltim, Pemerintah Kota Samarinda termasuk entitas 

yang menyerahkan LKPD unaudited sesuai jadwal yang ditetapkan (BPK Kaltim, 

2024). Namun demikian, dalam dokumen monitoring penyusunan laporan 

keuangan akhir tahun di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda disebutkan 

bahwa “keterlambatan berkas” pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pelaporan, yang 

berpotensi menyebabkan keterlambatan pada tahap awal pengolahan data apabila 

tidak terkoordinasi dengan baik (Pemerintah Kota Samarinda, 2024). Fenomena 

ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal penyampaian LKPD kepada 
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BPK telah dilakukan tepat waktu, dari sisi internal masih terdapat kendala 

administratif yang dapat memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan 

secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pada BPKAD Kota 

Samarinda, diketahui bahwa masih terdapat sumber daya manusia yang kurang 

memiliki pemahaman terkait SKPD, sehingga mempengaruhi proses penyusunan 

dan pelaporan keuangan. Selain itu, sebagian pegawai yang berusia lanjut 

mengalami kesulitan dalam mengoperasikan teknologi informasi, yang berdampak 

pada kurang optimalnya pelaksanaan pekerjaan. Dari sisi sistem, aplikasi yang 

digunakan dinilai cukup kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna. Kendala 

lain yang dihadapi adalah jaringan yang lambat serta tingginya jumlah pengguna 

yang mengakses sistem secara bersamaan, sehingga seringkali menyebabkan 

terhambatnya proses pekerjaan. Di samping itu, apabila terjadi kesalahan dalam 

pelaporan pada sistem, maka harus dilakukan pelaporan ke pusat, namun proses 

penanganannya cenderung lambat sehingga turut menghambat penyelesaian 

pekerjaan (hasil wawancara, [29 Januari 2026]). 

Berdasarkan uraian tersebut, Jaenudin (2019) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada 

sektor nirlaba. Berbeda dengan hasil tersebut, Momuat (2016) menemukan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan pada pemerintah daerah. Selanjutnya, De Romario 

dkk. (2022) juga menyimpulkan bahwa kinerja pegawai dan pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan masih perlu diteliti lebih lanjut, khususnya 

pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda tahun 2024. 

Sehingga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas 

pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, peneliti merumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota Samarinda? 

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota Samarinda? 

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 

berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan di BPKAD Kota Samarinda? 

 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Penelitian ini hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dengan periode penelitian 

tahun 2024, serta responden terbatas pada pegawai yang terlibat langsung dalam 

proses pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah. Kompetensi 

sumber daya manusia dibatasi pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman kerja, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dibatasi pada 

penggunaan sistem informasi keuangan daerah dan perangkat pendukung dalam 

proses pelaporan keuangan. Penelitian ini tidak membahas faktor lain di luar 

variabel yang diteliti, seperti sistem pengendalian internal, kebijakan manajemen, 

maupun kualitas laporan keuangan secara keseluruhan, melainkan hanya 

difokuskan pada aspek ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan dari penelitian ini 

berdasarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dan hubungan kompetensi sumber daya 

manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota 

Samarinda. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh dan hubungan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota 

Samarinda. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dan hubungan kompetensi sumber daya 

manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan di BPKAD Kota Samarinda. 

 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya referensi empiris mengenai pengaruh 

kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta dapat menjadi bahan acuan bagi 

penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa dengan objek, variabel, atau 

metode penelitian yang berbeda. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda 

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi 

sumber daya manusia serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

guna mendukung ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah 

dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan 

akuntabel. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

sumber referensi dan pembanding dalam penelitian selanjutnya di bidang 

akuntansi sektor publik. 

 Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat gambaran umum mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta manfaat teoritis dan 
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praktis dari penelitian. Bab ini menjelaskan alasan pentingnya dilakukan 

penelitian, yang didasarkan pada fenomena nyata di Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda terkait ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Selain itu, disajikan pula identifikasi kesenjangan antara penelitian 

terdahulu dan kondisi empiris terkini, sebagai dasar logis penyusunan fokus 

penelitian ini. 

Bab II Dasar Teori 

Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan untuk membangun 

kerangka konseptual penelitian. Berbagai konsep dan teori yang relevan, seperti 

teori akuntansi sektor publik, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan 

teknologi informasi, serta teori terkait ketepatan waktu pelaporan keuangan, akan 

diuraikan secara sistematis. Tinjauan pustaka ini diharapkan menjadi fondasi 

ilmiah yang kuat dalam menyusun kerangka berpikir penelitian dan merumuskan 

hipotesis yang akan diuji. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah. Di dalamnya dijelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, 

populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta metode 

analisis data yang diterapkan. Bab ini bertujuan memastikan bahwa proses 

pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara sistematis, objektif, dan 

sesuai dengan standar ilmiah sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan 

dan pengolahan data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kota Samarinda. Pada bagian awal dijelaskan gambaran umum objek penelitian 

yang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur 

organisasi BPKAD Kota Samarinda. Selanjutnya disajikan deskripsi data 

responden dan hasil analisis data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien 

determinasi, serta uji hipotesis baik secara simultan maupun parsial. Pada bagian 
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pembahasan, hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasikan dengan mengaitkan 

teori yang telah dijelaskan pada Bab II serta membandingkannya dengan hasil 

penelitian terdahulu, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan penelitian. Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab 

rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada Bab I. Selain 

itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Saran juga diberikan bagi peneliti selanjutnya sebagai 

referensi dalam pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik. 



 

BAB 2 

DASAR TEORI 

 
BAB II 

DASAR TEORI 

 
 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kajian atas hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan topik yang diteliti. Kajian ini bertujuan sebagai dasar 

pembanding serta untuk melihat persamaan dan perbedaan dari segi variabel, 

metode, objek, dan hasil penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan 

untuk mengidentifikasi adanya research gap yang menjadi alasan dilakukannya 

penelitian ini. Dengan menelaah penelitian tentang kompetensi SDM, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, 

penelitian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis dan memberikan 

kontribusi empiris, khususnya pada BPKAD Kota Samarinda. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
 

No 
Judul dan 

Peneliti 
Variabel 

Persamaan dan 

Perbedaan 
Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

Pengaruh 

Kompetensi 

SDM  dan 

Teknologi 

Informasi 

terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan serta 

Pengaruhnya 

pada Kinerja 

Keberlanjutan 

Keuangan 

Kompetensi 

SDM (X1), 

Teknologi 

Informasi 

(X2), 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan (Y). 

Persamaan: 

Metode 

kuantitatif, 

Kompetensi SDM, 

Pemanfaatan  TI, 

Ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangan. 

Perbedaan: 

Objek, Lokasi, 

Periode sebelum 

tahun 2024. 

Kompetensi SDM 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangan  PKBI, 

Teknologi 

informasi 

berpengaruh 

positif terhadap 

ketepatan   waktu 

pelaporan 

keuangan PKBI 
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 (Jejen Jaenudin, 

2019) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Pengaruh 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

terhadap 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

dalam Rangka 

Mewujudkan 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

(Studi  pada 

Kabupaten 

Minahasa 

Tenggara) 

(Chandra Putra 

Immanuel 

Momuat, 2016) 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

(X1), 

Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan (Y). 

Persamaan: 

Metode 

kuantitatif, 

Pemanfaatan  TI, 

Ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangan,. 

Perbedaan: 

Tidak ada variabel 

Kompetensi SDM, 

Objek, Lokasi, 

Periode sebelum 

2024. 

Pemanfaatan TI 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ketepatan 

waktu  pelaporan 

keuangan. 

 
 
 
 

3. 

Pengaruh 

Kinerja 

Pegawai dan 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai (X1), 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi 

(X2), 

Ketepatan 

Persamaan: 

Metode 

kuantitatif, 

Pemanfaatan  TI, 

Ketepatan waktu 

pelaporan 

keuangan, Instansi 

Kinerja pegawai 

dan  TI 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ketepatan 

waktu  pelaporan 

keuangan. 
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 Ketepatan 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan 

(Studi  Kasus 

pada BPKAD 

Kabupaten 

Sikka) 

(Fransiscus De 

Romario, 

Yoseph Darius 

Purnama 

Rangga    & 

Yohana   Erlin, 

2022) 

Waktu 

Pelaporan 

Keuangan (Y). 

pemerintah 

daerah. 

Perbedaan: 

Variabel X1, 

Lokasi, Periode 

sebelum 2024. 

 

Sumber: data diolah tahun 2026 

 Landasan Teori 

2.2.1 Akuntansi 

Menurut Diyah Santi Hariyani (2016:2), Akuntansi adalah proses 

pengindentifikasikan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi 

yang berupa laporan keuangan. Akuntansi sebagai sistem informasi diharapkan 

dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat dalam memberikan keputusan 

yang tepat bagi para pemakainnya. Sehingga para pemakainnya dapat mengambil 

keputusan guna kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Informasi akuntansi 

dijadikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak intern dan 

ekstern. 

2.2.2 Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang diterapkan pada 

entitas publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sumber dananya berasal 

dari anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD), serta 

ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan 
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akuntansi sektor privat yang berorientasi pada laba, akuntansi sektor publik lebih 

menekankan pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara 

atau daerah (Mardiasmo, 2018). 

Tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah untuk menghasilkan 

informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan publik, menilai 

kinerja pemerintah, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik 

kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Dalam hal ini, prinsip 

akuntabilitas publik (public accountability) menjadi dasar utama praktik 

pelaporan keuangan di sektor publik. 

Menurut Bastian (2020:6-9), akuntansi sektor publik mencakup proses 

pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan 

yang dilakukan oleh institusi pemerintah. Transaksi yang dilaporkan meliputi 

pendapatan daerah, belanja, aset tetap, kewajiban, serta surplus atau defisit 

anggaran. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan keuangan seperti Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas. 

Pemerintah Indonesia secara resmi menggunakan sistem akuntansi berbasis 

akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi akrual bertujuan agar laporan 

keuangan pemerintah tidak hanya mencerminkan arus kas masuk dan keluar, 

tetapi juga mencatat kewajiban dan aset secara lebih menyeluruh, sehingga 

menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal dan transparan.. 

2.2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi 

yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 

SAP digunakan sebagai pedoman bagi entitas pemerintah pusat dan daerah dalam 

melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang 

mencerminkan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan kinerja operasional 

pemerintahan. 

SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 
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2010. SAP yang berlaku saat ini menggunakan basis akrual, yang berarti transaksi 

keuangan dicatat pada saat hak atau kewajiban timbul, bukan saat kas diterima 

atau dibayarkan. Basis akrual ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah (PP No. 71 Tahun 2010, 

Lampiran). 

SAP terdiri dari sejumlah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(PSAP), yang masing-masing mengatur jenis laporan atau elemen keuangan 

tertentu, di antaranya: 

a. PSAP No. 1 (Revisi 2023): Menjelaskan penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan Pemerintah secara keseluruhan, termasuk komponen 

utama seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), 

Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 

b. PSAP lainnya mencakup pedoman penyusunan laporan aset tetap, 

kewajiban jangka panjang, belanja, pendapatan, dan lain-lain. 

Penerapan SAP secara akrual memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

dan andal tentang posisi keuangan pemerintah, karena tidak hanya mencakup 

transaksi kas tetapi juga kewajiban dan hak yang belum diselesaikan. 

Selain itu, pemerintah daerah juga wajib mengacu pada Permendagri No. 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang 

mengatur implementasi teknis dari SAP di lingkungan pemerintah daerah, 

termasuk penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan daerah. 

Dengan penerapan SAP, laporan keuangan pemerintah diharapkan memenuhi 

empat kriteria utama, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat 

dipahami oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) seperti DPRD, BPK, 

serta masyarakat. 

2.2.3.1 PSAP No. 1 (Revisi 2023) 

PSAP No. 1 (Revisi 2023) merupakan pedoman teknis dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan berbasis akrual bagi entitas pemerintah pusat dan 

daerah. Revisi ini dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap peraturan 
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sebelumnya, yakni PSAP No. 1 Tahun 2010, yang sejalan dengan dinamika 

pengelolaan keuangan negara serta tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik. 

Laporan keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan PSAP No. 1 

mencakup tujuh komponen utama, yaitu: 

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

3. Neraca 

4. Laporan Operasional (LO) 

5. Laporan Arus Kas (LAK) 

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Revisi PSAP No. 1 tahun 2023 memperkuat aspek keandalan dan relevansi 

informasi, terutama dalam pencatatan akun-akun berbasis akrual, seperti 

pendapatan akrual, beban berbasis waktu, dan penyajian aset dan kewajiban yang 

lebih representatif terhadap kondisi keuangan pemerintah. Beberapa hal penting 

dalam revisi PSAP No. 1 ini antara lain: 

a. Penegasan pengakuan dan pengukuran berbasis akrual yang lebih rinci, 

agar laporan keuangan tidak hanya mencerminkan kas masuk dan keluar, 

tetapi juga seluruh transaksi ekonomi yang terjadi. 

b. Penguatan prinsip konsistensi dan komparabilitas, sehingga laporan 

keuangan antarperiode dan antarentitas dapat dibandingkan secara lebih 

akurat. 

c. Penyesuaian penyajian CaLK, dengan fokus pada pengungkapan 

informasi signifikan dan material yang mempengaruhi pemahaman 

pengguna laporan keuangan. 

PSAP No. 1 juga mengatur bahwa penyusunan laporan keuangan harus 

memenuhi karakteristik kualitatif, seperti: 

a. Relevan: memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan. 

b. Andal: bebas dari kesalahan material dan bias. 

c. Dapat dibandingkan: antarperiode dan antarsatuan kerja. 
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d. Dapat dipahami: oleh pengguna yang memiliki pemahaman akuntansi 

dasar. 

Penerapan PSAP No. 1 (Revisi 2023) ini diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk di antaranya 

BPKAD sebagai instansi pengelola keuangan daerah. Dengan laporan yang andal, 

pengambilan keputusan keuangan dan perencanaan fiskal dapat dilakukan dengan 

lebih tepat dan bertanggung jawab. 

2.2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud 

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) selama satu periode akuntansi. LKPD disusun dan 

disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengacu pada 

basis akrual, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010. Dalam upaya memperkuat implementasi tersebut, Kementerian 

Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 sebagai pedoman 

teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam aspek pencatatan dan 

pelaporan keuangan. 

Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur secara rinci siklus keuangan daerah 

mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga 

pelaporan. Dalam konteks pelaporan, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesesuaian antara sistem akuntansi daerah dan SAP berbasis akrual. Indra Bastian 

(2020) menyatakan bahwa Permendagri ini merupakan bentuk reformasi 

pengelolaan keuangan daerah yang mendukung penyajian informasi keuangan 

yang relevan dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menekankan bahwa kualitas laporan 

keuangan yang baik harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, 

yang dapat dicapai melalui penerapan regulasi teknis yang tepat. 

Sebagai instrumen pengendalian, LKPD juga harus memenuhi unsur 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Supriyono (2017), 

tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyusunan LKPD antara lain 

adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemanfaatan teknologi 
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informasi, dan lemahnya pengendalian intern. Temuan ini diperkuat oleh Ikhtisar 

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 oleh BPK RI yang mencatat 

bahwa masih terdapat banyak pemerintah daerah yang belum optimal dalam 

memanfaatkan sistem informasi keuangan berbasis elektronik seperti Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang juga diatur dalam Permendagri 

77/2020. 

Di sisi lain, berdasarkan penelitian Lestari & Nugroho (2022), kepatuhan 

terhadap Permendagri 77/2020 secara signifikan meningkatkan kualitas laporan 

keuangan daerah, baik dari aspek ketepatan waktu penyampaian maupun 

kesesuaian format penyajian. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak 

hanya berfungsi sebagai panduan administratif, tetapi juga sebagai instrumen 

strategis untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan 

sesuai standar nasional. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Permendagri No. 77 

Tahun 2020 memiliki pengaruh penting terhadap peningkatan kualitas LKPD. 

Peraturan ini memperkuat integrasi antara SAP dan praktik pelaporan di daerah, 

sekaligus menjawab tantangan aktual dalam pengelolaan keuangan publik 

berbasis akuntabilitas kinerja.. 

 Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

2.3.1 Pengertian Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Secara teoritis, ketepatan waktu pelaporan keuangan berkaitan erat dengan 

nilai relevansi informasi yang disajikan kepada pengguna laporan keuangan. 

Menurut Brenda Christin Herdiana (2017), informasi keuangan akan memiliki 

manfaat yang optimal apabila disampaikan secara tepat waktu, karena 

keterlambatan penyampaian dapat menyebabkan informasi kehilangan nilai guna 

dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, ketidaktepatan waktu pelaporan 

juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pengguna, khususnya investor, 

sehingga memengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Oleh karena itu, 

ketepatan waktu menjadi salah satu atribut penting dalam memastikan bahwa 

informasi keuangan tetap relevan dan bermanfaat. 



16 
 

 
 
 

 
2.3.2 Indikator Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan diukur melalui beberapa indikator yang 

dikembangkan berdasarkan teori akuntansi sektor publik dan hasil penelitian 

terdahulu. Berdasarkan pendapat Dewi dan Yadnyana (2019), Putri dan Mulyani 

(2018), serta ketentuan dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020, indikator 

ketepatan waktu pelaporan keuangan dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Kesesuaian Waktu Penyampaian Laporan 

Kesesuaian waktu penyampaian laporan menunjukkan kemampuan entitas 

dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Kecepatan Proses Penyusunan Laporan Keuangan 

Kecepatan proses penyusunan mencerminkan efisiensi waktu yang 

dibutuhkan sejak akhir periode akuntansi hingga laporan keuangan selesai 

disusun dan siap disampaikan. 

3. Ketersediaan Informasi Keuangan Tepat Waktu 

Informasi keuangan harus tersedia pada saat dibutuhkan oleh pimpinan 

dan pihak terkait agar dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan 

keputusan dan pengendalian keuangan. 

4. Ketepatan Waktu Pelaporan 

Ketepatan waktu pelaporan kepada pihak terkait menunjukkan bahwa 

laporan keuangan disampaikan sesuai jadwal kepada pihak internal 

maupun eksternal, seperti pimpinan daerah dan lembaga pemeriksa. 

5. Kepatuhan terhadap Jadwal dan Ketentuan 

Kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan pelaporan mencerminkan 

tingkat ketaatan organisasi dalam mengikuti standar dan waktu pelaporan 

keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

 Pengaruh Kompetensi SDM 

2.4.1 Pengertian SDM 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen terpenting 

dalam organisasi, termasuk dalam lingkup pemerintahan. Dalam konteks 

pengelolaan keuangan daerah, SDM berperan sebagai penggerak utama seluruh 
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proses pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pelaporan keuangan. Tanpa SDM yang memadai, upaya mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan yang andal 

akan sulit tercapai. 

Menurut Hasibuan (2016:10), sumber daya manusia adalah kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, yang ditentukan oleh 

keturunan dan lingkungan, dan digunakan dalam mewujudkan tujuan organisasi. 

Definisi ini menunjukkan bahwa SDM bukan hanya sekedar individu yang 

bekerja, tetapi merupakan aset strategis yang menyumbang ide, kreativitas, dan 

tindakan dalam mencapai tujuan institusi. 

Lebih lanjut, Simamora (2014:5) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia merupakan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, 

pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan SDM dalam organisasi. 

Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM dalam organisasi sektor publik, termasuk 

pemerintah daerah, harus dikelola secara profesional untuk mencapai kinerja yang 

optimal. 

Dalam kerangka sektor publik, terutama pada instansi pengelola keuangan 

daerah seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 

keberadaan SDM yang kompeten sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Mardiasmo (2018) yang menekankan bahwa salah satu penyebab rendahnya 

kualitas laporan keuangan pemerintah adalah lemahnya kapasitas aparatur dalam 

memahami sistem akuntansi dan standar pelaporan keuangan. Oleh karena itu, 

peningkatan kapasitas SDM menjadi faktor kunci dalam upaya memperbaiki 

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan 

harus memiliki kompetensi sesuai standar teknis yang ditetapkan, termasuk 

pemahaman terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan dan standar 

akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, penguatan kompetensi SDM 

merupakan instrumen penting dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 
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Indra Bastian (2020) juga menekankan bahwa keberhasilan sistem 

pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya bergantung pada sistem dan 

teknologi yang digunakan, tetapi sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi 

personel yang menjalankannya. SDM yang memiliki integritas, kompetensi 

teknis, serta komitmen terhadap nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas akan 

mendorong terciptanya laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. 

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya 

Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekadar pelaksana teknis, 

tetapi merupakan aktor strategis yang menentukan keberhasilan tata kelola 

keuangan daerah secara keseluruhan. Kompetensi, pengalaman, pelatihan, dan 

integritas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas SDM. Dukungan 

regulasi seperti Permendagri No. 77 Tahun 2020 menunjukkan bahwa pemerintah 

secara normatif telah menyadari pentingnya profesionalisme SDM di bidang 

keuangan. Maka dari itu, peningkatan kualitas SDM harus menjadi fokus dalam 

setiap strategi penguatan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. 

2.4.2 Indikator Peran SDM 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan keuangan daerah 

mencerminkan sejauh mana pegawai pemerintah daerah (terutama di lingkungan 

BPKAD) memiliki peran yang signifikan dalam menjamin efektivitas dan 

akuntabilitas pengelolaan serta pelaporan keuangan. Berdasarkan teori dari Mathis 

dan Jackson (2010), Mulyadi (2016), serta didukung oleh regulasi seperti 

Permendagri No. 77 Tahun 2020, indikator peran SDM dapat dikategorikan ke 

dalam enam dimensi utama berikut: 

1. Kompetensi Teknis 

Pegawai harus memiliki kemampuan profesional dalam menyusun 

laporan keuangan berdasarkan PSAP dan menggunakan sistem 

informasi keuangan daerah. Kompetensi ini biasanya diperoleh melalui 

pendidikan dan pelatihan formal di bidang akuntansi pemerintahan. 

2. Pengalaman Kerja 
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Lama waktu bekerja di bidang yang sama berkontribusi terhadap 

keahlian dalam menyelesaikan masalah teknis maupun administratif 

dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan. 

3. Pelatihan dan Pengembangan 

Seringnya mengikuti pelatihan bersertifikasi dari BPKP, Kemendagri, 

atau lembaga pelatihan resmi, menunjukkan perhatian organisasi dan 

individu terhadap peningkatan kapasitas kerja. 

4. Pemahaman terhadap Regulasi 

Regulasi keuangan pemerintah daerah terus mengalami perubahan. 

Oleh karena itu, pemahaman yang up to date terhadap aturan terbaru 

sangat penting untuk menghindari kesalahan dan meningkatkan kualitas 

laporan. 

5. Integritas dan Tanggung Jawab 

Tanpa integritas, SDM cenderung menyalahgunakan wewenang atau 

melakukan kelalaian dalam tugas. Indikator ini berkaitan langsung 

dengan prinsip akuntabilitas publik. 

6. Kemampuan Adaptasi Terhadap Teknologi 

Sistem keuangan daerah saat ini terintegrasi dengan aplikasi seperti 

SIPKD, SIPD, dan SAKIP. Pegawai harus mampu mengoperasikan 

sistem ini untuk memastikan efisiensi dan keandalan data keuangan. 

 Pemanfaatan Teknologi Informasi 

2.5.1 Pengertian Teknologi Informasi 

Teknologi informasi (TI) merupakan kumpulan alat, prosedur, dan sistem 

yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memproses, dan menyebarkan 

informasi secara cepat dan akurat. Dalam konteks organisasi sektor publik, 

teknologi informasi berperan sebagai sarana utama dalam mendukung efektivitas 

dan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, termasuk dalam hal 

pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Laudon (2021), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang 

digunakan untuk membantu dalam menciptakan, menyimpan, dan menyebarkan 

informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian 
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organisasi. Teknologi informasi memungkinkan organisasi untuk mengelola data 

dalam jumlah besar dengan akurasi dan kecepatan yang tinggi, serta 

meningkatkan kolaborasi antarlembaga. 

Dalam pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran 

strategis untuk mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata 

kelola keuangan negara. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Nugroho (2018) 

bahwa teknologi informasi di sektor publik berfungsi sebagai penggerak utama 

efisiensi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas melalui digitalisasi sistem 

keuangan dan pelaporan. 

Selain itu, dalam regulasi nasional, pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pemerintahan daerah juga telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 

2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa 

setiap pemerintah daerah wajib menggunakan sistem informasi terintegrasi dalam 

mendukung pengelolaan keuangan dan kinerja organisasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi 

dalam konteks pemerintahan adalah sistem digital yang terintegrasi dan dirancang 

untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas organisasi publik, 

terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. 

2.5.2 Indikator Teknologi Informasi 

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan 

keuangan, indikator-indikator yang digunakan harus mampu merepresentasikan 

sejauh mana teknologi informasi diadopsi, dimanfaatkan, dan berdampak pada 

proses penyusunan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan tepat waktu. 

Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Heeks (2006) dalam kerangka 

Information Systems Success in the Public Sector, serta didukung oleh penelitian 

dari Indrajit (2017) dan Jogiyanto (2007), indikator utama dari pemanfaatan 

teknologi informasi dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah daerah, 

mencakup: 

1. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi 
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Sejauh mana perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), 

serta jaringan komunikasi yang diperlukan telah tersedia dan dapat 

digunakan secara optimal dalam proses pelaporan keuangan. 

2. Kemudahan Akses Sistem Informasi 

Indikator ini menggambarkan apakah pengguna, khususnya aparatur 

pengelola keuangan, memiliki kemudahan dalam mengakses sistem 

pelaporan keuangan, baik dari segi lokasi, waktu, maupun user 

interface yang mudah dipahami. 

3. Kesesuaian Sistem dengan Kebutuhan Laporan Keuangan 

Indikator ini menilai sejauh mana sistem informasi yang digunakan 

selaras dengan kebutuhan pelaporan keuangan berbasis akrual 

sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP No. 

1). 

4. Keamanan dan Kerahasiaan Data 

Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan harus 

memastikan keamanan sistem dari ancaman manipulasi data, peretasan, 

atau penyalahgunaan akses. 

5. Kualitas Data dan Informasi yang Dihasilkan 

Indikator ini berkaitan dengan akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan 

konsistensi data keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi. 

 Model Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas, maka model konseptual pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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(H1) 

Kompetensi 
Sumber Daya 
Manusia (X1) 

(H2) 

Ketepatan 
Waktu Pelaporan 

Keuangan (Y) 
(H3) 

Pemanfaatan 
Teknologi 

Informasi (X2) 

 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 
Sumber : Diolah peneliti, 2026 

 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, kajian teori, dan rumusan masalah, maka hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:: 

1. H1: Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan bagian dari 

karakteristik relevansi informasi yang harus dipenuhi dalam laporan 

keuangan sektor publik (Herdiana, 2017). Kompetensi sumber daya 

manusia berperan dalam memastikan proses penyusunan laporan 

berjalan efektif melalui pemahaman akuntansi dan regulasi 

(Mardiasmo, 2018; Hasibuan, 2016). Di sisi lain, pemanfaatan 

teknologi informasi mampu meningkatkan efisiensi dan kecepatan 

pengolahan data keuangan (Laudon & Laudon, 2021; Nugroho, 2018). 

Kombinasi antara  kompetensi  SDM  dan  pemanfaatan  teknologi 
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informasi secara simultan akan mendukung proses pelaporan yang 

lebih cepat, akurat, dan efisien, sehingga berdampak pada peningkatan 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Oleh karena itu, dirumuskan 

bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi 

informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

2. H2: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik berfungsi 

untuk mempercepat proses pengolahan dan penyajian informasi 

keuangan secara akurat dan efisien (Laudon & Laudon, 2021). Sistem 

informasi keuangan memungkinkan integrasi data serta 

meminimalkan kesalahan manual dalam proses pelaporan (Nugroho, 

2018; Heeks, 2006). Dengan adanya kemudahan akses, kualitas data 

yang baik, serta kesesuaian sistem dengan kebutuhan pelaporan, 

teknologi informasi dapat mempercepat penyusunan laporan 

keuangan. Dengan demikian, semakin optimal pemanfaatan teknologi 

informasi, maka semakin tinggi tingkat ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. 

3. H3: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. 

Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, karena SDM yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman akan mampu 

melaksanakan tugas secara efektif (Hasibuan, 2016). Dalam konteks 

pelaporan keuangan, pemahaman terhadap standar akuntansi dan 

regulasi menjadi kunci dalam mempercepat proses penyusunan 

laporan (Mardiasmo, 2018). SDM yang kompeten juga mampu 

meminimalkan kesalahan dan menghindari keterlambatan akibat revisi 
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laporan. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi sumber daya 

manusia, maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, dirumuskan bahwa kompetensi sumber 

daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 



 

BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

asosiatif kausal, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya 

Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Desain ini dipilih karena mampu 

menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui analisis statistik. 

Menurut Sugiyono (2021), desain penelitian adalah rencana dan struktur untuk 

mengatur kegiatan penelitian guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan 

penelitian dan dapat diuji secara ilmiah. 

 Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel 

dependen. Penjelasan operasional tiap variabel diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 
 

No Keterangan Indikator 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

Kompetensi Sumber 

daya manusia (X1) 

didefinisikan pada 

kualitas pegawai 

yang berperan dalam 

proses penyusunan 

laporan keuangan 

daerah. (Mathis dan 

Jackson, 2010) 

1. Kompetensi Teknis: Kemampuan pegawai 

dalam memahami dan mengimplementasikan 

sistem akuntansi pemerintahan. 

2. Pengalaman Kerja: Lama dan relevansi 

pengalaman dalam bidang pengelolaan 

keuangan daerah. 

3. Pelatihan dan Pengembangan: Partisipasi 

dalam pelatihan, workshop, atau sertifikasi 

teknis yang menunjang kinerja. 

4. Pemahaman terhadap Regulasi: Tingkat 

pemahaman terhadap PSAP, Permendagri, 

dan regulasi teknis lainnya. 

5. Integritas dan Tanggung Jawab: Komitmen 
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  moral dan profesionalisme dalam 

melaksanakan tugas. 

6. Kemampuan Adaptasi terhadap Teknologi: 

Kemampuan beradaptasi dengan sistem 

berbasis teknologi seperti SIPD dan aplikasi 

pendukung lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

Pemanfaatan 

teknologi  informasi 

(X2) didefinisikan 

pada  penggunaan 

sistem informasi 

berbasis    digital 

untuk menunjang 

proses  pencatatan 

dan   pelaporan 

keuangan     di 

lingkungan 

pemerintahan 

daerah. (Heeks, 

2006) 

1. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi: 

Tersedianya perangkat keras dan lunak 

pendukung pelaporan keuangan. 

2. Kemudahan Akses Sistem Informasi: 

Aksesibilitas pengguna terhadap sistem 

informasi keuangan. 

3. Kesesuaian Sistem dengan Kebutuhan 

Laporan Keuangan: Sistem mendukung 

format dan jenis laporan sesuai kebutuhan. 

4. Keamanan dan Kerahasiaan Data: 

Perlindungan terhadap akses data yang tidak 

sah dan integritas data. 

5. Kualitas Data dan Informasi yang Dihasilkan: 

Output sistem informasi akurat, relevan, dan 

dapat dipercaya. 

 
 
 

 
3. 

Ketepatan waktu 

pelaporan  keuangan 

(Y) didefinisikan 

sebagai ketepatan 

waktu laporan yang 

dapat dipercaya, 

akurat,  dan sesuai 

dengan    prinsip- 

1. Kesesuaian Waktu Penyampaian Laporan: 

Laporan keuangan disampaikan sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditetapkan 

oleh peraturan yang berlaku. 

2. Kecepatan Proses Penyusunan Laporan 

Keuangan: Laporan keuangan disusun dan 

diselesaikan dalam waktu yang efisien setelah 

berakhirnya periode akuntansi. 
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 prinsip akuntansi 

pemerintah, 

sehingga dapat 

dijadikan   dasar 

pengambilan 

keputusan.  (Dewi 

dan Yadnyana, 

2019) 

3. Ketersediaan Informasi Keuangan Tepat 

Waktu: Informasi keuangan tersedia pada saat 

dibutuhkan oleh pimpinan dan pihak terkait. 

4. Ketepatan Waktu Pelaporan kepada Pihak 

Terkait: Laporan keuangan disampaikan tepat 

waktu kepada pihak internal maupun 

eksternal sesuai ketentuan. 

5. Kepatuhan terhadap Jadwal dan Ketentuan 

Pelaporan: Proses pelaporan keuangan 

dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan 

pelaporan yang telah ditetapkan. 

Sumber: data diolah tahun 2026 

 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) 

yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota 

Samarinda, yang berjumlah 69 pegawai ASN. Populasi ini dipilih karena memiliki 

peran langsung dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan daerah. 

Dengan demikian, seluruh pegawai ASN tersebut dianggap memiliki informasi 

dan pemahaman yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian, 

khususnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, serta 

faktor-faktor yang memengaruhinya seperti kompetensi sumber daya manusia dan 

pemanfaatan teknologi informasi. 

3.3.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh (sensus), yaitu teknik penentuan sampel dengan 

menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Menurut 

Sugiyono (2020), sampling jenuh digunakan apabila jumlah populasi relatif kecil 

sehingga seluruh anggota populasi dapat dijadikan responden. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini seluruh 69 pegawai ASN BPKAD Kota Samarinda dijadikan 
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sebagai sampel penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara menyeluruh. 

 Teknik Pengumpulan Data 

Para peneliti dalam proyek ini mengumpulkan data melalui kuesioner 

yaitu berupa selebaran angket kepada para pegawai. Berdasarkan pedoman 

variabel penelitian, seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kota Samarinda menerima kuesioner. Pengetahuan langsung dari 

kuesioner ini mudah diperoleh, dan responden diminta untuk jujur. Untuk 

memvalidasi temuan, peneliti mengumpulkan data sekunder. Skala Likert 

digunakan untuk semua item kuesioner. 

Tabel 3.2 Kuesioner 
 

Sumber: (Sugiyono, 2020) 

 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menganalisis data kuantitatif. SPSS terbaru digunakan. 

Tahapan analisis data kuesioner dilakukan. Uji validitas dan reliabilitas 

memverifikasi kebenaran dan konsistensi instrumen penelitian. Uji 

heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas mengonfirmasi model 

regresi. Studi regresi linier berganda menunjukkan bahwa TI dan SDM 

memengaruhi keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan R², uji- 

t parsial, dan uji-F simultan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas memeriksa keakuratan kuesioner. Menurut Ghozali (2016), 

validitas kuesioner berkaitan dengan seberapa baik pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat mengumpulkan data yang ingin diukur oleh alat tersebut. Uji 

validitas memverifikasi bahwa instrumen mengukur sesuai dengan tujuannya. 
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Menurut Sugiyono (2021), membandingkan skor pertanyaan dengan skor 

keseluruhan merupakan hal yang populer. Pilihan uji validitas didasarkan pada: 

1. Jika nilai r hitung > r table, maka item soal angket tersebut dinyatakan 

valid. 

2. Jika nilai r hitung < r table, maka item soal angket tersebut dinyatakan 

tidak valid 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Kemampuan kuesioner untuk mengukur suatu variabel atau gagasan dinilai 

melalui uji reliabilitas. Menurut Ghozali (2016), jika setiap responden 

memberikan jawaban yang sama, kuesioner tersebut dianggap kredibel. SPSS 

menyediakan Cronbach's Alpha (α), sebuah metrik statistik, untuk mengevaluasi 

dependabilitas. Reliabilitas ditunjukkan dengan Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 

(Ghozali, 2016). 

 Pengujian Asumsi Klasik 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Menurut Norfai (2020:55), salah satu cara untuk 

menguji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien variasi 

(coefficient of variation). Koefisien variasi dihitung dengan membandingkan nilai 

standar deviasi dengan nilai mean, kemudian dikalikan 100 persen. 

Secara matematis, rumus koefisien variasi adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan: 

KV : Koefisien Variasi. 

SD : Standar Deviasi, yaitu penyebaran data dari nilai rata-rata. 

X : Mean, nilai rata-rata dari data. 

100% : Digunakan untuk mengubah hasil perhitungan ke dalam 

bentuk persentase. 
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Menurut Norfai (2020:55), data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

koefisien variasi ≤ 30%. Sebaliknya, apabila nilai koefisien variasi > 30%, maka 

data tidak berdistribusi normal. 

Penggunaan metode Norfai ini dipilih karena lebih sederhana dan mudah 

diterapkan, terutama pada penelitian dengan jumlah sampel yang relatif kecil atau 

data yang tidak terlalu kompleks. Berbeda dengan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

memerlukan pengujian statistik berbasis signifikansi (nilai Asymp. Sig.) dan 

biasanya dilakukan dengan bantuan software seperti SPSS, metode koefisien 

variasi dapat dihitung secara manual serta lebih praktis dalam penelitian 

kuantitatif sederhana. 

3.6.2 Uji Multikolinearitas 

Salah satu cara untuk menguji variabel independen dalam model regresi 

adalah dengan uji multikolinearitas (Ghozali, 2016). Tingkat korelasi variabel 

independen dapat memengaruhi kinerja model regresi. Beberapa kondisi harus 

dipenuhi oleh model regresi sebelum dapat dianggap efektif: 

1. Multikolinearitas tidak ada jika VIF di bawah 10 dan toleransi di atas 

0,01. 

2. Multikolinearitas terjadi ketika VIF melebihi 10 dan nilai rentang 

kurang dari 0,01. 

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas sangat penting untuk menentukan varians residual 

model regresi, menurut Ghozali. Biasanya, diagram sebar digunakan untuk uji ini. 

Indikator-indikator berikut digunakan untuk menginformasikan keputusan: 

1. Heteroskedastisitas ditunjukkan oleh titik-titik yang membentuk gelombang 

atau pola yang melebar dan menyempit. 

2. Heteroskedastisitas dapat diabaikan jika titik-titik pada sumbu y 

terdistribusi secara konsisten di atas dan di bawah garis nol. 

3.6.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas menguji apakah hubungan dependen-independen kuat dan linear, 

menurut Sugiyono (2021). Uji kemiringan membantu. Hubungan linear antara dua 
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variabel ditunjukkan oleh tingkat signifikansi linearitas di bawah 0,05. 

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh temuan ini: 

1. Pada tes linearity apabila nilai signifikansi < 0,05 terdapat hubungan yang 

linear. 

2. Pada tes linearity apabila nilai signifikansi > 0,05 tidak terdapat hubungan 

yang linear. 

 Analisis Regresi Berganda 

Metodologi Penelitian: Penelitian ini mengkaji bagaimana persepsi 

kemudahan dan kepercayaan memengaruhi keputusan pembelian pelanggan 

menggunakan regresi linier berganda. Rumus model persamaan regresi linier 

berganda Sugiyono (2014): 

Keterangan: 

Y : Ketepatan waktu pelaporan keuangan 

a : Kostanta 

X₁ : Kompetensi sumber daya manusia 

X₂ : Pemanfaatan teknologi informasi 

b₁ : Koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia 

b₂ : Koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi 

e : eror 

3.7.1 Uji Koefisien Korelasi 

Sugiyono (2019) menyarankan pengujian gagasan penelitian asosiatif dengan 

korelasi Pearson Product Moment (r). Uji ini membandingkan korelasi komponen 

independen dan dependen untuk menentukan kedekatannya. Koefisien 

determinasi (atau korelasi) yang tinggi menunjukkan bahwa variabel independen 

memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, Sugiyono 

(2019) menggunakan interval koefisien untuk menjelaskan korelasi variabel: 
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Tabel 3.3 Uji korelasi 

 

Sumber: Sugiyono (2019) 

3.7.2 Uji Koefisien Determinasi 

Kesesuaian data suatu model diukur dengan koefisien determinasi (Ferdinand, 

2014). Koefisien ini menunjukkan seberapa efektif model tersebut menjelaskan 

perubahan variabel dependen. Ringkasan model SPSS menunjukkan koefisien 

determinasi sebagai angka R-Square. 

Ghozali mengatakan koefisien determinasi (R2) mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (2018:97). Nilai R2 berkisar antara 0 

hingga 1. Variabel independen dapat memprediksi perubahan variabel dependen 

dengan nilai R2 mendekati 1. Nilai R2 yang rendah dapat menyiratkan bahwa 

variabel independen tidak menjelaskan sebagian besar perubahan variabel 

dependen. 

 Uji Hipotesis 

3.8.1.1 Uji Pengaruh Simultan (F-Test) 

Tingkat viabilitas yang tinggi berarti variabel-variabel model dapat 

menggambarkan fenomena Ferdinand (2014). Tabel ANOVA menampilkan hasil 

uji-F pada keluaran SPSS. Jika nilai F estimasi dan tabel di atas tingkat 

signifikansi atau nilai P lebih rendah, variabel independen secara simultan 

memengaruhi variabel dependen. Untuk melakukan uji-F, 

1. Tentukan tingkat signifikansi 5% (0,05). 

2. Terapkan standar ini pada F hitung dan bandingkan dengan F tabel: 

a. Model sangat dapat diterima dan relevan jika F lebih besar dari F 

tabel, sehingga menolak H0 dan menerima Ha (Ferdinand, 

2014:239). 
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b. Jika F estimasi lebih kecil dari nilai F tabel, kita menerima H0 dan 

menolak Ha. Karena tingkat kesesuaiannya rendah, Ferdinand 

(2014:239) menyatakan bahwa model tersebut tidak dapat 

digunakan. 

3.8.1.2 Uji Pengaruh Parsial (t-Test) 

Kita dapat menilai seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen menggunakan uji-t. Kolom signifikansi 

pada tabel nilai-P SPSS berisi hasil uji. Jika nilai-t yang dihitung melebihi nilai-t 

tabel atau nilai-P di bawah ambang batas signifikansi, hasilnya signifikan. 

Menurut Ghozali (2018:99), uji-t dapat menentukan seberapa besar pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut langkah- 

langkah uji-t: 

1. Merumuskan hipotesis untuk setiap kelompok: 

o H0: “Secara parsial atau individual, tidak ada pengaruh signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen.” 

o H1: “Secara parsial atau individual, terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel independen dan variabel dependen.” 

2. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu sebesar 5% (α = 0,05). 

3. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

o H0 salah dan H1 benar jika nilai t-estimasi melebihi nilai t-tabel. 

Ini berarti semua variabel, kecuali variabel dependen, 

memengaruhinya secara signifikan. 

o H0 diterima dan H1 ditolak apabila nilai t-estimasi lebih kecil dari 

nilai t-tabel, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel 

bebas tidak mempengaruhi variabel terikat. 



 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat 

disingkat dengan BPKAD Kota Samarinda. Pada Tahun 2009 berdasarkan 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Wali 

Kota Nomor 24 Tahun 2008 dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPPKAD. 

Merupakan Penggabungan dari Dinas Pendapatan, Bagian Perlengkapan, dan 

Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda. 

Namun seiring dengan waktu, pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis 

Daerah Kota Samarinda dan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Struktur Organisasi Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda 

4.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

BPKAD Kota Samarinda memiliki visi yaitu untuk terwujudnya 

Samarinda sebagai kota pusat peradaban. 

2. Misi 

• Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul, dan 

berbudaya. 

• Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, 

berkerakyatan, dan berkeadilan. 

• Mewujudkan pemerintah yang profesional, transparan, akuntabel, 

dan bebas korupsi. 

• Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern. 
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• Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni, dan 

lestari. 

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 

Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan menjadi landasan 

strategis dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar selaras 

dengan visi dan misi organisasi. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. 

2. Terciptanya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. 

3. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran. 

4. Terciptanya tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif, 

efektif. 

5. Terwujudkan infrastruktur stretegis yang terintegrasi. 

6. Terwujudnya kota yang tangguh dan berkelanjutan. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda No. 121 Tahun 2021 mengatur 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda. 

Peraturan ini ditetapkan pada 31 Desember 2021 dan menjadi acuan operasional 

BPKAD dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Berikut ini Bagan Struktur 

Organisasi dari BPKAD Kota Samarinda: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda 

 

Sumber : BPKAD Kota Samarinda (2026) 
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4.1.5 Lokasi 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda 

berlokasi di Jl. Dahlia, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan 

Timur 75242. 

 Deskripsi Data 

4.2.1 Deskripsi Data Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Kantor BPKAD Kota 

Samarinda, yaitu sebanyak 69 responden. Peneliti menyebarkan kuesioner secara 

langsung, yaitu menggunakan lembar kuesioner. 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 

dibawah ini: 

Tabel 4.1 Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Keterangan 
Jumlah 

F % 

Laki-laki 28 40,58% 

Perempuan 41 59,42% 

Jumlah 69 100% 
Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah 

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 28 orang dengan persentase 

sebesar 40,58% dan jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 41 orang dengan persentase sebesar 59,42%. Jadi total keseluruhan 

responden adalah 69 orang. 
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Deskripsi responden berdasarkan usia dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Tabel 4.2 Persentase Responden Berdasarkan Usia 
 

Keterangan 
Jumlah 

F % 

< 25 Tahun 8 11,59% 

26-30 Tahun 4 5,8% 

31-40 Tahun 19 27,54% 

41-50 Tahun 31 44,93% 

>50 Tahun 7 10,14% 

Jumlah 69 100% 

Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

Berdasarkan diagram diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini jumlah 

responden yang berusia <25 Tahun sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 

11,59%, jumlah responden yang berusia 26-30 Tahun sebanyak 4 orang dengan 

persentase sebesar 5,8%, jumlah responden yang berusia 31-40 Tahun sebanyak 

19 orang dengan persentase sebesar 27,54%, jumlah responden yang berusia 41- 

50 Tahun sebanyak 31 orang dengan persentase sebesar 44,93% dan jumlah 

responden yang berusia >50 Tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 10,14%. 

Total keseluruhan responden adalah sebanyak 69 orang. 

Deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada 

diagram dibawah ini: 

Tabel 4.3 Persentase Responden Berdasarkan Riwayat Pendidikan 
 

Keterangan 
Jumlah 

F % 

SMA/SMK 7 10,14% 

D3 8 11,59% 

S1 35 50,72% 

S2 19 27,54% 

S3 0 0% 

Jumlah 69 100% 
Sumber : Diolah Peneliti (2026) 
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Berdasarkan data diagram diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

jumlah responden yang bependidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 7 orang 

dengan persentase 10,14%, D3 sebanyak 8 orang dengan persentase sebesar 

11,59%, S1 sebanyak 35 orang dengan persentase sebesar 50,72%, S2 sebanyak 

19 orang dengan persentase 27,54%. Total keseluruhan responden adalah 69 

orang. 

Deskripsi responden berdasarkan lama bekerja di BPKAD Kota Samarinda 

dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Tabel 4.4 Persentase Responden Berdasarkan Lama Bekerja 
 

Keterangan 
Jumlah 

F % 

< 1 Tahun 5 7,5% 

1-3 Tahun 7 10,14% 

4-6 Tahun 2 2,9% 

7-10 Tahun 7 10,14% 

> 10 Tahun 48 69,57% 

Jumlah 69 100% 
Sumber : Diolah Peneliti (2026) 

Berdasarkan data diagram diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

jumlah responden yang bekerja selama <1 Tahun sebanyak 5 orang dengan 

persentase 7,5%, yang bekerja selama 1-3 Tahun sebanyak 7 orang dengan 

persentase 10,14%, yang bekerja selama 4-6 Tahun sebanyak 2 orang dengan 

persentase 2,9%, yang bekerja selama 7-10 Tahun sebanyak 7 orang dengan 

persentase 10,14% dan yang bekerja selama >10 Tahun sebanyak 48 orang 

dengan persentase 69,57%. Maka total keseluruhan responden adalah 69 orang. 
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Deskripsi responden berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan/pelaporan 

keuangan dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 

Tabel 4.5 Persentase Responden Berdasarkan Keterlibatan dalam 

Pengelolaan/Pelaporan Keuangan 

Keterangan 
Jumlah 

F % 

Sangat Terlibat 11 15,94% 

Telibat 23 33,33% 

Cukup Terlibat 22 31,88% 

Tidak Terlibat 13 18,84% 

Jumlah 69 100% 
Sumber: Diolah Peneliti (2026) 

Berdasarkan data diagram diatas, menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

jumlah responden yang sangat terlibat sebanyak 11 orang dengan persentase 

sebesar 15,94%, yang terlibat sebanyak 23 orang dengan persentase sebesar 

33,33%, yang cukup terlibat sebanyak 22 orang dengan persentase sebesar 

31,88% dan yang tidak terlibat sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 

18,84%. Maka total keseluruhan responden adalah 69 orang. 

 Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengolah dan menafsirkan data yang telah 

dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis 

penelitian. Data yang diperoleh dari kuesioner atau sumber lainnya terlebih 

dahulu diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu 

dilakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji autokorelasi, uji linearitas, 

uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan data 

memenuhi syarat analisis regresi. Selanjutnya dilakukan analisis regresi (misalnya 

regresi linear berganda) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F 

(simultan), serta melihat koefisien Korelasi dan koefisien determinasi (R²) untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. 
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4.3.1 Uji Validitas 

Tujuan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

penelitian (seperti kuesioner) mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji 

validitas digunakan untuk memastikan bahwa setiap butir pertanyaan benar-benar 

merepresentasikan variabel yang diteliti dan sesuai dengan konsep atau indikator 

yang telah ditetapkan. 

Dengan kata lain, jika suatu item dinyatakan valid, maka item tersebut layak 

digunakan dalam penelitian karena mampu mengukur variabel secara tepat dan 

akurat. 

Tabel 4.6 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Uji validitas dalam penelitian ini dilihat melalui nilai Corrected Item-Total 

Correlation pada tabel Item-Total Statistics. Suatu item dinyatakan valid apabila 

memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,2369. 

Berdasarkan hasil analisis, seluruh item pernyataan memiliki nilai Corrected 

Item-Total Correlation di atas 0,2369. Nilai terendah berada pada kisaran 0,588 

dan nilai tertinggi mencapai 0,812. 



42 
 

 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mampu mengukur 

variabel yang diteliti dengan baik dan memiliki hubungan yang kuat dengan skor 

total. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item dalam instrumen 

penelitian ini dinyatakan valid dan tidak ada item yang perlu dieliminasi. 

4.3.2 Uji Reliabilitas 

Tujuan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen 

penelitian (misalnya kuesioner) dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil 

apabila digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. 

Instrumen dikatakan reliabel jika jawaban responden terhadap butir 

pertanyaan menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi, sehingga data yang 

dihasilkan dapat dipercaya. Dengan demikian, uji reliabilitas bertujuan 

memastikan bahwa alat ukur penelitian memiliki tingkat keandalan yang baik 

dalam mengukur variabel yang diteliti. 

Tabel 4.7 Uji Reliabilitas 
 

 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian 

mampu memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan dalam pengukuran 

berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s 

Alpha. 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 

0,942 dengan jumlah item sebanyak 16 pernyataan, dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Nilai tersebut lebih besar dari batas minimum yang disyaratkan yaitu 0,6. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam 

kuesioner penelitian ini memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi 

dan dinyatakan sangat reliabel. 

Menurut kriteria pengujian reliabilitas, nilai Cronbach’s Alpha di atas 0,9 

termasuk dalam kategori sangat reliabel. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini 

layak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4.3.3 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas tidak 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, tetapi menggunakan metode koefisien 

variasi berdasarkan Norfai (2020:55). 

Metode ini dilakukan dengan membandingkan standar deviasi dengan mean, 

kemudian dikalikan 100 persen. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai 

koefisien variasi ≤ 30%, dan tidak normal apabila > 30%. Penggunaan metode 

Norfai dipilih karena perhitungannya sederhana serta sesuai dengan landasan teori 

yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4.8 Uji Normalitas 
 

Variabel Nilai Koefisien Varian Keterangan 

X1 15,96828689 Data berdistribusi normal 

X2 13,54558779 Data berdistribusi normal 

Y 15,01966615 Data berdistribusi normal 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien variasi sesuai dengan teori Norfai 

(2020:55), diketahui bahwa nilai koefisien variasi untuk variabel X1 sebesar 

15,96%, variabel X2 sebesar 13,54%, dan variabel Y sebesar 15,01%. Seluruh 

nilai koefisien variasi berada di bawah 30%, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data pada masing-masing variabel berdistribusi normal. 

4.3.4 Uji Multikolinearitas 

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

yang tinggi antar variabel independen (variabel bebas) dalam model regresi. 
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Uji ini penting karena jika terjadi multikolinearitas, maka hubungan antar 

variabel bebas menjadi saling memengaruhi sehingga dapat menyebabkan hasil 

analisis regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Dengan demikian, 

uji multikolinearitas bertujuan memastikan bahwa setiap variabel independen 

memberikan pengaruh yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih secara 

berlebihan dalam model penelitian. 

Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Berganda, dan Uji t 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Hasil pengujian menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,190 dan nilai VIF 

sebesar 5,262 untuk masing-masing variabel independen. Nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

4.3.5 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians (ragam) dari residual pada model regresi. 

Uji ini penting karena dalam analisis regresi salah satu asumsi yang harus 

dipenuhi adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (homoskedastisitas), yaitu 

varians residual harus konstan. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka hasil 

estimasi regresi dapat menjadi kurang akurat dan memengaruhi keandalan 

pengujian hipotesis. 
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap grafik Scatterplot, terlihat bahwa 

titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik pola 

mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Selain itu, titik-titik tersebar di atas 

dan di bawah garis nol pada sumbu Y. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model regresi, sehingga model memenuhi asumsi heteroskedastisitas dan 

layak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4.3.6 Uji Linearitas 

Tujuan uji linearitas adalah untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian bersifat linear atau 

tidak. 

Uji ini penting karena analisis regresi linear mensyaratkan adanya hubungan 

yang linear antara variabel-variabel yang diteliti. Jika hubungan tidak linear, maka 

model regresi linear menjadi kurang tepat digunakan dan dapat memengaruhi 

keakuratan hasil analisis. 
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Tabel 4.10 Uji Linearitas dan Uji F 

 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Berdasarkan Table ANOVA, nilai signifikansi (Sig.) untuk Deviation From 

Linearity adalah 0,000 < 0,05. 

4.3.7 Uji Koefisien Korelasi 

Tujuan koefisien korelasi adalah untuk mengetahui tingkat keeratan 

(kekuatan) dan arah hubungan antara dua variabel. 

Koefisien korelasi menunjukkan apakah hubungan antar variabel bersifat 

positif (searah) atau negatif (berlawanan arah), serta seberapa kuat hubungan 

tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam nilai antara -1 sampai +1. Semakin 

mendekati ±1, maka hubungan antar variabel semakin kuat, sedangkan semakin 

mendekati 0 berarti hubungan semakin lemah atau tidak ada hubungan. 

Tabel 4.11 Uji Koefisien Korelasi dan Uji Koefisien Determinasi 
 

Sumber : Olah data SPSS Statistics 23 (2026) 

Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 menunjukkan bahwa hubungan 

antara variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y berada dalam 

kategori sangat kuat. Hal ini berarti perubahan pada variabel X1 dan X2 diikuti 

oleh perubahan yang kuat pada variabel Y. 
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4.3.8 Uji Koefisien Determinasi 

Tujuan koefisien determinasi (R²) adalah untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

dalam suatu model regresi. 

Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R² (mendekati 1 atau 100%), maka 

semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan perubahan variabel 

dependen. Sebaliknya, jika nilainya kecil, berarti masih banyak faktor lain di luar 

model yang memengaruhi variabel dependen. 

Berdasarkan Tabel 4.11, Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,776 

menunjukkan bahwa 77,6% variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 

dan X2. Sedangkan sisanya sebesar 22,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

model penelitian. 

4.3.9 Uji Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS pada tabel 

4.9, diperoleh hasil analisis regresi linear berganda sebagaimana ditunjukkan pada 

tabel koefisien. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi 

Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y). 

Berdasarkan nilai Unstandardized Coefficients (B), diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y=1,910+0,510X1+0,291X2+e 

Nilai konstanta sebesar 1,910 menunjukkan bahwa apabila variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

dianggap konstan atau bernilai nol, maka Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

memiliki nilai sebesar 1,910. 

Koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) sebesar 

0,510 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Kompetensi 

Sumber Daya Manusia akan meningkatkan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

sebesar 0,510 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. 



48 
 

 
Koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar 

0,291 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Pemanfaatan 

Teknologi Informasi akan meningkatkan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

sebesar 0,291 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. 

4.3.10 Uji Pengaruh Simultan (F-Test) 

Tujuan uji pengaruh simultan (Uji F) adalah untuk mengetahui apakah seluruh 

variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

variabel dependen dalam model regresi. 

Uji ini digunakan untuk melihat kelayakan model secara keseluruhan. Jika 

nilai signifikansi Uji F lebih kecil dari tingkat signifikansi (misalnya 0,05), maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan Tabel 4.10, karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. 

4.3.11 Uji Pengaruh Parsial (t-Test) 

Tujuan uji pengaruh parsial (Uji t) adalah untuk mengetahui apakah masing- 

masing variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen dalam model regresi. 

Uji ini digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi setiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (misalnya 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan nilai Standardized Coefficients (Beta) pada tabel 4.9, variabel X1 

memiliki nilai sebesar 0,635 yang lebih besar dibandingkan X2 sebesar 0,264, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 merupakan variabel yang paling dominan 

mempengaruhi Y. 

 Pembahasan 

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen yang terdiri dari Kompetensi Sumber Daya 

Manusia (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap variabel 
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dependen yaitu Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) pada BPKAD Kota 

Samarinda Tahun 2024. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kedua variabel independen 

dengan variabel dependen. 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai koefisien korelasi (R) 

menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan. Mengacu pada kriteria interpretasi koefisien korelasi 

menurut Sugiyono (2017), apabila nilai R berada pada rentang 0,60–0,799 maka 

hubungan tersebut termasuk dalam kategori kuat. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang erat antara kompetensi pegawai serta pemanfaatan sistem 

informasi keuangan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan di BPKAD Kota 

Samarinda. 

Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (R Square) menunjukkan bahwa 

variasi perubahan yang terjadi pada variabel Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia 

(X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2). Sementara itu, sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti 

sistem pengendalian internal, koordinasi antar bagian, kepemimpinan, serta 

budaya organisasi yang juga berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

dependen. 

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemanfaatan 

Teknologi Informasi (X2) terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan (Y) 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa nilai F-hitung lebih besar dari 

F-tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Karena F-hitung > F-tabel dan nilai Sig. < 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi secara simultan berpengaruh signifikan. 
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Dengan demikian, H₀ ditolak dan Hₐ diterima, yang berarti bahwa variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (X2) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) pada BPKAD Kota 

Samarinda. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa kombinasi antara kualitas 

aparatur yang kompeten dan dukungan sistem teknologi informasi yang 

memadai mampu meningkatkan efektivitas serta ketepatan waktu dalam 

penyusunan laporan keuangan daerah. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial. Adapun hasil pengujian 

dijelaskan sebagai berikut: 

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan (Y) 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.12, diketahui bahwa variabel Sumber 

Daya Manusia (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 4,747 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y). 

Hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan pada variabel Sumber 

Daya Manusia (X1) akan diikuti dengan peningkatan pada variabel Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan (Y). Hal ini diperkuat oleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,510 yang berarti apabila Sumber Daya Manusia (X1) meningkat satu 

satuan, maka variabel Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) akan 

meningkat sebesar 0,510 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Dengan 

demikian, dapat dinyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (X1) memiliki 

kontribusi nyata dalam meningkatkan variabel Ketepatan Waktu Pelaporan 

Keuangan (Y). 

Selain itu pada tabel 4.12, berdasarkan nilai standardized coefficient (Beta) 

sebesar 0,635, Sumber Daya Manusia (X1) merupakan variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya dalam model 

penelitian ini. 
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Artinya, semakin tinggi kompetensi pegawai dalam memahami standar 

akuntansi pemerintahan, regulasi keuangan daerah, serta kemampuan teknis 

dalam menyusun laporan keuangan, maka semakin tepat waktu proses 

pelaporan keuangan dapat diselesaikan. Pegawai yang memiliki pengalaman 

kerja yang memadai, mengikuti pelatihan teknis, serta mampu beradaptasi 

dengan perubahan regulasi akan lebih cepat dan tepat dalam menyusun laporan 

keuangan sesuai ketentuan. 

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Jejen Jaenudin (2019) yang 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun, temuan ini 

menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil temuan ini 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pemerintah menjadi faktor penting 

dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar. 

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Ketepatan 

Waktu Pelaporan Keuangan (Y) 

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 

(X2) memiliki nilai t hitung sebesar 1,976 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,052. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) pada taraf 

signifikansi 5%. 

Meskipun nilai koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 

sebesar 0,291 menunjukkan arah hubungan positif, namun secara statistik 

pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan. Hal ini 

berarti peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) belum tentu secara 

nyata meningkatkan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y). 

Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, 

seperti penggunaan aplikasi berbasis digital dalam pencatatan dan pelaporan, 

seharusnya dapat membantu mempercepat penyusunan laporan keuangan. 

Sistem  yang  terintegrasi  mampu  meminimalkan  kesalahan  manual, 
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mempercepat proses pengolahan data, serta meningkatkan akurasi informasi 

keuangan. Namun berdasarkan hasil penelitian ini, optimalisasi sistem 

informasi tersebut belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Jejen Jaenudin (2019) yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kemudian, pada 

penelitian Chandra Putra Immanuel Momuat (2016) juga menyatakan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian 

Fransiscus De Romario dkk. (2022) juga menemukan bahwa pemanfaatan 

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan. Hasil temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini 

dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik objek penelitian, tingkat 

pemanfaatan teknologi, kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan 

sistem, serta kondisi organisasi yang berbeda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan (Y) lebih efektif dilakukan melalui penguatan variabel 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), karena terbukti memiliki pengaruh 

signifikan dan dominan. Sementara itu, variabel Pemanfaatan Teknologi 

Informasi (X2) meskipun memiliki hubungan positif, namun belum mampu 

memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial. 

Dengan demikian, strategi peningkatan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan 

(Y) sebaiknya lebih difokuskan pada optimalisasi faktor Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (X1) agar hasil yang dicapai lebih maksimal. 



 

BAB 5 PENUTUP 

 
BAB V 

PENUTUP 

 
 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya 

Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu 

Pelaporan Keuangan pada BPKAD Kota Samarinda Tahun 2024. Secara simultan, 

kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. 

Secara parsial, Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan, pengalaman, keterampilan, serta pemahaman 

pegawai dalam bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah memiliki 

peran penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan secara tepat 

waktu. 

Sementara itu, Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa meskipun sistem dan infrastruktur teknologi telah 

digunakan dalam proses pengelolaan keuangan, keberadaannya belum secara 

langsung menentukan ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan. 

Dengan demikian, peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi 

faktor yang lebih dominan dalam menjaga ketepatan waktu pelaporan keuangan di 

BPKAD Kota Samarinda, dibandingkan dengan pemanfaatan teknologi 

informasi.. 

 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi BPKAD Kota Samarinda 

• Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan 

pengembangan berkelanjutan, khususnya terkait Standar Akuntansi 
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Pemerintahan (SAP), regulasi terbaru, serta pengoperasian sistem 

informasi keuangan daerah. 

• Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan seperti 

SIPD dengan melakukan evaluasi dan pembaruan sistem secara 

berkala. 

• Memperkuat koordinasi dan komunikasi antarbidang guna 

meminimalkan keterlambatan administratif dalam proses 

penyusunan laporan keuangan. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

• Memberikan dukungan kebijakan dan anggaran untuk 

pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang 

pengelolaan keuangan daerah. 

• Meningkatkan kualitas dan integrasi infrastruktur teknologi 

informasi guna mendukung efektivitas dan efisiensi pelaporan 

keuangan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

• Disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti sistem 

pengendalian internal, komitmen organisasi, beban kerja, 

kepemimpinan, atau budaya organisasi agar diperoleh hasil 

penelitian yang lebih komprehensif. 

• Memperluas objek penelitian ke beberapa instansi pemerintah 

daerah lainnya untuk meningkatkan generalisasi hasil penelitian. 

• Menggunakan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan 

kualitatif atau mixed methods, guna memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan 

waktu pelaporan keuangan. 

• Mengkaji pengaruh teknologi informasi yang lebih spesifik, seperti 

efektivitas implementasi SIPD atau sistem digital lainnya terhadap 

kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan. 
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 Kuesioner 

 
KUESIONER PENELITIAN 

 
Yang Terhormat Bapak/Ibu Responden, 

Kuesioner ini merupakan bagian dari penelitian akademik pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tahun 2025 

dengan judul “Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi 

Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda Tahun 2024.” 

Studi ini mencari bukti nyata tentang bagaimana sumber daya manusia dan 

teknologi informasi meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Kelengkapan data penelitian bergantung pada keterlibatan Anda dalam 

kuesioner ini. Semua informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya, hanya 

digunakan untuk penelitian ini, dan dilaporkan secara agregat tanpa 

mengidentifikasi individu. 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih. 
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IDENTITAS RESPONDEN 

Silakan mengisi informasi berikut sesuai kondisi sebenarnya: 
 

1. Jenis Kelamin 
☐ Laki-laki 
☐ Perempuan 

2. Usia 
☐ < 25 tahun 
☐ 25–30 tahun 
☐ 31–40 tahun 
☐ 41–50 tahun 
☐ > 50 tahun 

3. Pendidikan Terakhir 
☐ SMA/SMK 
☐ D3 
☐ S1 
☐ S2 
☐ S3 

4. Lama Bekerja 
☐ < 1 tahun 
☐ 1–3 tahun 
☐ 4–6 tahun 
☐ 7–10 tahun 
☐ > 10 tahun 

5. Keterlibatan dalam Pengelolaan/Pelaporan Keuangan 
☐ Sangat Terlibat 
☐ Terlibat 
☐ Cukup Terlibat 
☐ Tidak Terlibat 
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PERNYATAAN KUESIONER 

 

Kode Pernyataan Kuesioner 
Jawaban Kuesioner 

STS TS S ST 
Sumber Daya Manusia (X1) 

 
X1.1 

Saya memiliki kemampuan teknis yang 
memadai dalam pengelolaan akuntansi 
pemerintahan. 

    

 
X1.2 Saya memiliki pengalaman yang relevan 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

    

 
X1.3 

Saya rutin mengikuti pelatihan atau 
kegiatan pengembangan kompetensi 
terkait pelaporan keuangan. 

    

 
X1.4 Saya memahami regulasi keuangan 

pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. 

    

 
X1.5 

Saya menjalankan tugas pelaporan 
keuangan dengan penuh tanggung jawab 
dan integritas. 

    

 
X1.6 

Saya mampu beradaptasi dengan 
penggunaan aplikasi atau sistem pelaporan 
berbasis teknologi. 

    

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) 
 

X2.1 
Infrastruktur teknologi di unit kerja saya 
tersedia dan mendukung proses pelaporan 
keuangan. 

    

X2.2 Sistem informasi keuangan mudah diakses 
oleh pengguna. 

    

 
X2.3 Sistem informasi yang digunakan sesuai 

dengan kebutuhan pelaporan keuangan. 

    

X2.4 Sistem informasi menjamin keamanan dan 
kerahasiaan data keuangan. 

    

 
X2.5 

Sistem informasi menghasilkan data dan 
informasi yang akurat dan dapat 
dipercaya. 

    

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Y) 
 

Y1 
Laporan keuangan dapat diselesaikan dan 
disampaikan sesuai dengan batas waktu 
yang telah ditetapkan. 
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Kode Pernyataan Kuesioner 
Jawaban Kuesioner 

STS TS S ST 

Y2 
Proses penyusunan laporan keuangan 
dilakukan secara efisien sehingga tidak 
mengalami keterlambatan. 

    

 
Y3 

Informasi dalam laporan keuangan 
tersedia tepat waktu untuk digunakan 
dalam pengambilan keputusan. 

    

Y4 
Laporan keuangan disampaikan tepat 
waktu kepada pimpinan dan pihak terkait 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

    

Y5 
Penyampaian laporan keuangan selalu 
mematuhi jadwal dan ketentuan pelaporan 
yang telah ditetapkan. 
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Lampiran 2 Tabulasi Kusioner 
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Lampiran 3 Surat Balasan 
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Lampiran 4 Output SPSS 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
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Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, 

Uji Linearitas, Uji Kofisien Korelasi, Uji Koefisien Determinasi, Uji F, Uji t 
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r tabel 
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F tabel 
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t tabel 

 


